PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK
DAN SEHAT PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

N\

Oleh :

MUCHAMAD KHATIBUL UMAM
NIM : 1519031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK
DAN SEHAT PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

£
N~

Oleh :

MUCHAMAD KHATIBUL UMAM
NIM : 1519031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023



SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIM
Judul Skripsi

: MUCHAMAD KHATIBUL UMAM
: 1519031
: Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara atas

Lingkungan Yang Baik dan Sehat Pasca Undang-

Undang Cipta Kerja

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam

bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari

skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu

dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

I

Pekalongan, 27 Maret 2023
Yang Menyatakan,

B A EAKXAB 13268 /
AD KHATIBUL UMAM
NIM. 1519031




NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H.
J1. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muchamad Khatibul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

¢.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUCHAMAD KHATIBUL UMAM

NIM : 1519031

Judul Skripsi  : Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara atas
Lingkungan Yang Baik dan Sehat Pasca Undang-
Undang Cipta Kerja

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wh.

Pekalongan, 21 Maret2023

| ﬁ/ 1694122420%01D1(?0

fli



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH
Alamat : JI. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah
Website : fasya.uingusdur.ac.id Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : MUCHAMAD KHATIBUL UMAM

NIM : 1519031 ‘

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara atas
Lingkungan Yang Baik dan Sehat Pasca Undang-
Undang Cipta Kerja

Telah diujikan pada hari Senin, 27 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS, serta
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

[MNTYANTONS.H.,

N 19941224202001D102

Dewan Penguji

Penguji I Penguji 11

Dr. TRIANAH SOFIANL, S.H., M.H. AGUNG BARUK PRATAMA, M.H.
NIP. 196806082000032001 NIP. 19§903272019031009

NIP. 197306222000031001

v



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan segala puji bagi Allah swt., telah

diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1.

10.

11.

Keluarga tercinta, kedua orang tua dan adekku tersayang yang telah
memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi baik secara material
maupun moral untuk selalu semangat dalam menjalani hidup dan selalu
mencoba hal-hal baru serta bangkit ketika gagal;

Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. yang selalu
mengajak saya untuk open minded dan terus berpikir serta survive dalam
mencari hal-hal baru dan jalan keluar terhadap problem dalam kuliah dan
memahami materi;

Teman-teman dan sahabat seperjuangan saya sejak SMA yang dari dulu
sudah selalu membersamai dan menemani saya dalam berkembang, sehingga
sampai pada titik ini dan semoga kita bisa selalu bersama sampai tua nanti;
Teman-teman main di kampung yang selalu mengingatkanku dan
mengajakku untuk refreshing otak setelah kerja lembur baik mengejar
deadline tugas kuliah maupun deadline kerja;

Teman-teman UKM Peradilan Semu 2021 yang telah membantu saya dalam
melangkah dan menyelesaikan step by step kuliah saya, tak terasa satu tahun
yang singkat itu telah memberikan saya banyak pelajaran dan pengalaman
yang luar biasa;

Teman-teman Lomba SFNMCC 111 1AIN Pekalongan (2021), khususnya Mas
Yusril, Mas Saif, Om Sofan, Mbak Tyas, Mbak Nailul, Pak Tum, Mbak Ulfa,
dan Mbak Pika yang sudah banyak membimbing saya dalam belajar materi
sidang semu dan belajar menjalin keluarga serta belajar untuk menjadi sang
juara;

Sahabat seperjuangan kuliah saya, Septi, Fina, dan Zainal yang selalu
memberikan dorongan motivasi dan dukungan untuk selalu semangat
menyelesaikan kuliah;

Teman-teman angkatan yang selalu memberikan saya kesempatan untuk
belajar memahami dan belajar berekpresi melalui diskusi dan kerja kelompok;
Teman-teman PPL Peradilan di PTUN Semarang yang selalu memberikan
feedback kepada saya untuk mengevaluasi diri saya dan menjadi lebih baik
lagi dari hari kemarin dan selalu mengajarkanku pembelajaran dan open
minded agar bisa lebih dewasa dalam menjalani kehidupan;

Teman-teman KKN Alternatif 2022 Kelompok 5 dan masyarakat Desa
Sawangan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk
mengekpresikan diri dan menjadi mandiri yang lebih dewasa serta
bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain; dan

Jodoh saya yang entah siapa nantinya yang akan dipertemukan dalam mimpi
dan nyataku.



MOTTO

WWWWWM sia,
WWWWWW



ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup
sebagaimana pada Pasal 26 UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Implikasi utama dalam
perubahan tersebut adalah tidak adanya jaminan terhadap masyarakat dalam
mengajukan keberatan atas keputusan analisis mengenai dampak lingkungan,
transparansi dan akuntabilitas dalam proses amdal juga tidak didukung dan
partisipasi masyarakat dalam proses amdal menjadi dibatasi. Hal ini sangat
penting untuk diperhatikan mengingat perlindungan terhadap lingkungan hidup
dan jaminan terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu
bentuk dari hak konstitusional, maka dalam pelaksanaannya harus dijamin oleh
negara dan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini
dilakukan untuk menelusuri penyebab pertentangan norma hak atas lingkungan
yang baik dan sehat dalam UU Cipta Kerja dengan konstitusi dan menganalisis
implikasi konflik norma hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis.
Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi sumber
bahan hukum untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan dan sesuai
dengan penelitian ini. Bahan hukum yang telah diinventarisasi, selanjutnya
disistematisasikan dan dikategorisasikan atau diklasifikasi untuk dapat dianalisis
lebih mendalam dengan menggali asas, nilai dan norma yang dimuat di dalamnya.
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

teknik analisis bahan hukum preskriptif, dimana penelitian dilakukan untuk
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memberikan pandangan terhadap persoalan dengan menunjukkan fakta yang ada.
Analisis bahan hukum juga dilakukan secara preskriptif melalui logika dan
penalaran hukum deduktif untuk mencari kebenaran umumnya dan menjawab
problematika yang menjadi objek dalam kajian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertentangan norma dalam
Undang-Undang Cipta Kerja dengan konstitusi Indonesia terkait dengan hak
warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat disebabkan oleh adanya
perubahan pada Pasal 26 UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha
dan untuk kepentingan investasi di Indonesia, sehingga perlu adanya
penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang dapat mendukung tujuan tersebut.
Implikasi konflik norma sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja
menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas lingkungan
yang baik dan sehat sebagaimana dijamanin dalam konstitusi Indonesia tidak
dapat terjamin dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan
norma. Hal ini dinilai karena UU Cipta Kerja tidak memperhatikan hak-hak warga
negaranya, khusunya terkait lingkungan yang baik dan sehat karena banyaknya
muatan dalam undang-undang tersebut menjadikan pembahasannya terlalu rumit

dan tidak dapat dilakukan analisis secara mendalam.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Konstitusional, dan Hak Atas

Lingkungan yang Baik dan Sehat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum,! dengan
demikian dapat dikatakan bahwa segala bentuk tatanan kehidupan dan
penyelenggaraan negara harus dilandasi oleh hukum yang berlaku. Bentuk
konsekuensi dari negara hukum salah satunya adalah hukum merupakan
pedoman dan landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara
bukan lagi berdasarkan kekasaan. Peraturan perundang-undangan juga
merupakan satu dari beberapa jenis produk hukum yang digunakan negara
Indonesia sebagai pedoman hukum dalam penyelenggaraan negaranya.’
Persoalan mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada
semenjak peraturan tersebut dibuat, seperti halnya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada waktu lalu mengalami
banyak penolakan di seluruh lapisan masyarakat.

Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang terkesan
terburu-buru dan tertutup disinyalir terdapat kecacatan formil, ditambah lagi
metode pembentukan yang digunakan adalah Omnibus Law itu dianggap
kurang sesuai dengan nilai-niali pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu

'Lihat Pasal layat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
?Ahmad Redi, “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2018), him. 40.



Undang-Undang Cipta Kerja diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji
secara formil terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi
dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Undang-Undang
Cipta Kerja juga dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu
selama 2 (dua) tahun untuk dilakukan perubahan semenjak dibacakannya
putusan tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam
mewujudkan visi Indonesia menuju tahun 2045 yaitu menjadi negara yang
memiliki kekuatan ekonomi terbesar dan sebagai negara berpendapatan
tertinggi di Tahun 2040. Tujuan utama dari diundangkannya undang-undang
tersebut adalah untuk meningkatkan investasi dan perkembangan ekonomi,
menyerasikan kebijakan pusat dengan daerah, mempermudah berusaha,
menangani problem regulasi yang tumpang tindih, serta meleburkan ego
sektoral.* Dibentuknya undang-undang tersebut juga digunakan untuk
kepentingan bisnis dan untuk menciptakan lapangan kerja, namun hal ini
tentu akan menimbulkan kerugian di aspek atau sektor tertentu. Aspek yang
paling terpengaruh dari undang-undang tersebut adalah masyarakat dan
lingkungan hidup, dimana kedua unsur tersebut merupakan sebuah satu
kesatuan yang dalam konstitusi harus dilindungi keberadaannya.

Salah satu ketentuan yang menuai banyak komentar dalam Undang-

Undang Cipta Kerja adalah perubahan pada ketentuan Pasal 26 Undang-

*Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XV111/2020.
“Lihat Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UUPPLH.

UUPPLH Undang-Undang Cipta Kerja

(1) Dokumen amdal sebagaimana (1) Dokumen Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 disusun dimaksud dalam Pasal 22 disusun
oleh pemrakarsa dengan oleh pemrakarsa dengan
melibatkan masyarakat. melibatkan masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus (2) Penyusunan dokumen  Amdal
dilakukan  berdasarkan  prinsip dilakukan  dengan  melibatkan
pemberian informasi yang masyarakat yang terkena dampak
transparan dan lengkap serta langsung terhadap rencana usaha
diberitahukan sebelum kegiatan dan/atau kegiatan.
dilaksanakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud proses  pelibatan  masyarakat
pada ayat (1) meliputi: sebagaimana dimaksud pada ayat
a. yang terkena dampak; (2) diatur dalam  Peraturan
b. pemerhati lingkungan hidup; Pemerintah.

dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala
bentuk keputusan dalam proses
amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengajukan
keberatan  terhadap  dokumen
amdal.

Tabel 1. Perbandingan Bunyi Pasal 26 UUPPLH dan UU Cipta Kerja

Transformasi tersebut dinilai dapat mengurangi pengawasan publik
terhadap proses amdal sebagai salah satu syarat penting dalam izin
lingkungan. Implikasi utama dalam perubahan tersebut adalah tidak adanya
jaminan terhadap masyarakat dalam mengajukan keberatan atas keputusan
analisis mengenai dampak lingkungan, transparansi dan akuntabilitas dalam
proses amdal juga tidak didukung dan partisipasi masyarakat dalam proses
amdal menjadi dibatasi. Meskipun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan

secara langsung mengenai pelibatan masyarakat, tetapi dalam aturan



turunannya PP No. 22 Tahun 2021 menyebutkan Pemerhati lingkungan,
peneliti atau lembaga swadaya mayarakat merupakan pendamping
masyarakat terdampak langsung dalam proses amdal, yang dalam penalaran
wajar peran pegiat lingkungan tersebut hanya sebatas pendampingan
masyarakat dalam wilayah studi amdal saja. Pada dasarnya hak-hak dan
kepentingan pegiat lingkungan tidaklah sama dengan hak dan kepentingan
masyarakat terdampak langsung. Hak-hak atas lingkungan hidup yang
menjadi prioritas dari pemerhati lingkungan hidup tidak hanya untuk
kepentingan masyarakat terdampak langsung dan generasi sekarang saja,
melainkan juga untuk kepentingan generasi masa depan.® Hilangnya peran
serta pegiat lingkungan tersebut mampu menimbulkan ancaman bagi
lingkungan hidup dan kelestarian alam, yang mana lingkungan yang baik
dan sehat merupakan sebagian bentuk dari hak konstitusional.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan
jaminan bagi setiap orang (warga negara Indonesia) untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan
bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai kewenangan dalam
memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup di muka hukum. Hal ini
sangat penting untuk diperhatikan mengingat perlindungan terhadap
lingkungan hidup dan jaminan terhadap lingkungan yang baik dan sehat
merupakan salah satu bentuk dari hak Kkonstitusional, maka dalam

pelaksanaannya harus dijamin oleh negara dan pemerintah serta seluruh

him. 36.

*Takdir Rahmadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),



pemangku kepentingan.® Hak atas lingkungan yang baik dan sehat tersebut
memiliki 4 (empat) tuntutan utama yaitu hak memperoleh edukasi terhadap
lingkungan hidup, transparansi, partisipasi publik, dan akses keadilan.’
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menarik untuk
dilakukan karena perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan yang
baik dan sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bertentangan
dengan konstitusi, olen karena itu penelitian ini diberi judul
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA
ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT PASCA UNDANG-

UNDANG CIPTA KERJA”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
beberapa permasalahan diantaranya:
1. Mengapa norma hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat
dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi?
2. Bagaimana implikasi konflik norma hak warga negara atas lingkungan

yang baik dan sehat?

®Richar V. Waas, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau
dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 1,
(2014), him. 86.

"Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.



C. Tujuan
1. Menelusuri penyebab pertentangan (konflik norma) hak warga negara
atas lingkungan yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja
dengan konstitusi.
2. Menganalisis implikasi konflik norma hak warga negara atas lingkungan

yang baik dan sehat.

D. Kegunaan penelitian
Apabila tujuan tersebut tercapai, diharapkan melalui penelitian ini dapat
bermanfaat serta berkontribusi secara:

a. Kegunaan Teoretis, dapat dijadikan sebagai pengembangan terhadap
ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya terkait dengan
perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas lingkungan yang
baik dan sehat.

b. Kegunaan Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
pembentuk undang-undang untuk mengambil sebuah keputusan terkait
perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas lingkungan yang

baik dan sehat.

E. Kerangka Teori
Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah:
1. Teori Hierarki Norma
Hans Kelsen merupakan ahli hukum yang mengenalkan teori

hierarki norma dan menjelaskan bahwa norma hukum pada dasarnya



tersusun secara berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tatanan norma
hukum atau hierarki. Teori ini kemudian mengalami perkembangan arti,
perkembangan tersebut dipelopori oleh Hans Nawiasky yang
notabennya sebagai murid dari Hans Kelsen. Menurutnya, norma hukum
yang dimiliki oleh setiap negara pada dasarnya tersusun secara
berjenjang, dijelaskan dalam susunan berikut:

a. Staatsfundamentalnorm;

b. Staatsgrundgesetz;

c. Formell Gesetz; dan

d. Verordnung en Autonome Satzung.?

Teori ini dapat dimaknai bahwa norma atau dalam hal ini adalah
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi sumber dan
dasar bagi pembentukan norma dan peraturan perundang-undangan di
bawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, materi muatan atau isi dari
norma peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan
norma yang lebih tinggi atau norma dasar.

2. Teori Relasi Hukum dan Politik

Prof. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik dan hukum dalam
suatu negara hukum memiliki hubungan yang sangat erat bagaikan dua
sisi mata uang. Beliau menambahkan arah kebijakan hukum (legal
policy) yang dilakukan dengan proses penemuan hukum semata-mata
digunakan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum juga dapat

dikatakan sebagai penyaringan hukum yang akan diberlakukan untuk

8Ahmad Redi, “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2018), him. 41.



F.

mencapai tujuan negara.” Membahas mengenai relasi hukum dan politik
merupakan sebuah pembahasan terkait bagaimana sebuah hukum
tersebut dapat bekerja dalam keadaan suasana politik tertentu dan
bagaimana hukum tersebut dapat dijadikan sebagai perwujudan dari
sebuah keadilan.
3. Teori Negara Kesejahteraan

Prof. Kranenburg merupakan ahli hukum Belanda yang
mencetuskan teori negara kesejahteraan, yang mana ia menyatakan
bahwa negara harus aktif mengusahakan kesejahteraan dan bertindak
adil sehingga setiap orang dapat merasakannya secara setara dan
seimbang, bukanlah untuk kesejahteraan kelompok tertentu tapi untuk
seluruh rakyat."® Konsepsi negara kesejahteraan mengindikasikan bahwa
negara merupakan alat yang digunakan oleh rakyatnya dalam
mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial. Kesejahteraan juga
mencakup beberapa hal sehingga cita-cita negara diartikan pula dengan
tujuan negara. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban terhadap
rakyatnya untuk berlaku secara maksimal demi mewujudkan

kesejahteraan rakyatnya.**

Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan untuk

dijadikan acuan dalam pembuatan skripsi ini dan untuk mencegah

him. 1.

*Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum di Indonesia”, Cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),

10R. Kranenburg, “Ilmu Negara Umum”, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1989), hlm. 16.
"R. Kranenburg, “Ilmu Negara Umum”, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1989), hlm. 16.



timbulnya plagiasi, maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu

yang di dalamnya memuat hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Akhmad Munawar, dkk. (2021) yang berjudul “Analisis
Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”
dijelaskan bahwa dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4)
UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat berakibat serius
bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekologis serta masyarakat
tidak bisa mempertahankan dan menjaga lingkungan hidup. Sejalan
dengan amanat konstitusi yang menjamin perlindungan dan penegakan
hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat harus
dilaksanakan oleh pemerintah demi terselenggaranya pemerintahan yang
baik. Dihapusnya ketentuan tersebut dapat menghilangkan prinsip
transparansi bagi masyarakat dalam memberi pengawasan dan
pengawalan terhadap pelaku usaha untuk menjamin pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Bentuk pencegahan yang
dapat dilakukan adalah tetap menuangkan ketentuan yang mengatur
tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap lingkungan
dalam sebuah peraturan perundang-undangan.?

2. Penelitian Martika Dini Syaputri (2017) yang berjudul “Partisipasi

Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

2Akhmad Munawar, dkk., “Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 ayat (4)
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Jurnal Penegakan Hukum
(JPHI), Vol. 2, No. 2 (2021).
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Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009” menjelaskan bahwa amdal
merupakan suatu bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang bukan
sekedar dokumen atau kajian dalam pendirian usaha dan melaksanakan
undang-undang saja, tetapi juga merupakan hal yang perlu untuk
dipahami lebih dalam oleh pemerintan dan pelaku usaha serta
masyarakat. Adanya kecenderungan pemerintah terhadap para pelaku
usaha membuat fungsi dari amdal itu sendiri tidak berjalan dengan
maksimal dan tidak lagi menjadi bagian dari bentuk preventif terhadap
persoalan lingkungan. Pentingnya peran serta dan keterbukaan terhadap
masyarakat dalam proses amdal dapat memberikan kesempatan kepada
masyarakat sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.
Penyusunan amdal sebagaimana diatur dalam UUPPLH maupun
Permen LH yang dalam prosesnya melibatkan masyarakat mulai dari
penapisan hingga keputusannya masih mengalami banyak kendala
dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan objektivitas dalam
proses penyusunan amdal dan perlu dilakukannya pembaruan hukum
untuk memperjelas mekanisme penyusunan amdal tersebut.™

3. Penelitian Niken Wahyuning Retno Mumpuni (2021) yang berjudul “Peran
Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
dalam Mewujudkan Sustainable Development” menjelaskan bahwa
partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi
dibatasi. Tidak efektifnya penyusunan amdal dapat menghambat

terwujudnya  Sustainable Development, karena masih banyak

BMartika Dini Syaputri, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 20097, Varia Justicia, Vol. 13, No. 2 (2017).
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penyusunan amdal yang dilakukan hanya formalitas saja dan tidak
melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Hal ini terjadi karena
belum adanya pengaruh hukum yang pasti bagi pelaku usaha yang
mengesampingkan partisipasi masyarakat dalam proses amdal. Tidak
adanya peraturan yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam
proses amdal menjadikan partisipasi masyarakat tersebut tidak memiliki
dasar hukum yang jelas. Pentingnya pengaturan terhadap hal tersebut
dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam proses
amdal.**

4. Penelitian Muhammad Ilham Nur, dkk. (2021), berjudul “Persetujuan
Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak dari UU
Cipta Kerja bagi Lingkungan” pada intinya menjelaskan bahwa
kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangatlah besar, oleh karena itu
sudah sepantasnya Indonesia memiliki sebuah pengaturan yang khusus
mengatur lingkungan hidup. Konstitusi telah mengatur bahwa
lingkungan yang baik dan sehat merupakan bentuk dari hak
konstitusional dan sebagai pemenuhan kebutuhan setiap hari. Pergeseran
makna dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang secara tidak langsung
dapat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha untuk
mendirikan usahanya, yang mana hal ini dapat menimbulkan pengaruh
dan ancaman bagi lingkungan hidup meskipun dalam pengaturannya
telah membatasi tetapi batasan tersebut belum jelas sehingga sangat

memprihatinkan bagi lingkungan hidup. Pentingnya pembentukan

“Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian
Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development”, Amnesti: Jurnal
Hukum, Vol. 3, No. 2 (2021).
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undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lingkungan hidup
dapat membantu mengatasi segala persoalan dalam lingkungan hidup.*®
5. Penelitian Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti (2021) yang
berjudul “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan
dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan
Ekologis” pada pokoknya menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta
Kerja beserta turunannya memiliki tujuan utama yaitu investasi dan
berusaha yang telah mengalami pergeseran makna politik hukum
keadilan lingkungan melalui isu simplifikasi perizinan, disorientasi strict
liability dan pembatasan masyarakat. Tujuan diundangkannya Undang-
Undang Cipta Kerja salah satunya adalah untuk menarik investor untuk
investasi di Indonesia, sehingga hal ini perlu adanya pergeseran politik
hukum keadilan lingkungan akan tetapi melalui upaya tersebut tidak
menutup kemungkinan dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya
alam secara berlebihan. Mengingat undang-undang tersebut dapat
menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup, maka
dalam pelaksanaannya perlu dilakukan kolaborasi bersama masyarakat
sebagai bentuk itikad baik pemerintah. Perlu dilakukan pula upaya
mitigasi dalam pelaksanaannya sehingga dapat terbingkai secara baik
dan menjamin investasi yang tidak serta merta terhadap lingkungan

untuk kepentingan ekonomi semata. Upaya tersebut merupakan bentuk

“Muhammad Ilham Nur, dkk., “Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta
Kerja dan Dampak dari UU Cipta Kerja bagi Lingkungan”, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 2, No.
12 (2021).
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langkah untuk mendorong terwujudnya keberlanjutan ekologis yang

mengarah kepada keadilan lingkungan.*®

No Nama/Judul Persamaan Perbedaan

1. | Akhmad Munawar, dkk. | Penelitian tersebut | Penelitian
(2021), “Analisis Yuridis | dengan penelitian | Munawar,  dkk.
Dihapusnya Ketentuan | ini mempunyai | menitikberatkan
Pasal 26 ayat (4) Undang- | kesamaan, vyaitu | kajiannya  pada
Undang No. 32 Tahun 2009 | pada fokus | dihapusnya
tentang Perlindungan dan | kajiannya  yang | ketentuan  Pasal
Pengelolaan  Lingkungan | membahas tentang | 26 ayat (4) UU-
Hidup dalam Undang- | pengaruh dari | PPLH dalam
Undang No. 11 Tahun 2020 | perubahan Undang-Undang
tentang Cipta Kerja” ketentuan  pada | Cipta Kerja yang

Pasal 26 UU- | masih bersifat

PPLH dalam | umum dan

Undang-Undang | terbatas,

Cipta Kerja. sedangkan
penelitian ini
memfokuskan
kajiannya  pada
ketentuan  Pasal
26 UU-PPLH
dalam  Undang-
Undang Cipta
Kerja secara luas.

2. | Martika  Dini  Syaputri | Penelitian ini | Penelitian Martika
(2017), “Partisipasi | memiliki menggunakan
Masyarakat dalam | kesamaan dengan | dasar hukum pada
Penyusunan Analisis | penelitian Martika | Undang-Undang
Mengenai Dampak | yaitu optimalisasi | No. 32 Tahun
Lingkungan  Berdasarkan | partisipasi 2009 tentang
UU No. 32 Tahun 2009” masyarakat dalam | Perlindungan dan

penyusunan Pengelolaan

Amdal. Lingkungan
Hidup sedangkan
penelitian ini
menggunakan
dasar hukum

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun

®Hario Danang P. dan Ega R., “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan
Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”,
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No. 2 (2021).
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2020 tentang
Cipta Kerja.
Niken Wahyuning Retno | Penelitian ini | Penelitian Niken
Mumpuni  (2021), “Peran | memiliki mengkaji
Serta Masyarakat dalam | kesamaan dengan | mengenai
Pengendalian Dampak | penelitian  Niken | partisipasi
Lingkungan Hidup dalam | yaitu optimalisasi | masyarakat dalam
Mewujudkan  Sustainable | partisipasi praktik
Development” masyarakat dalam | penyusunan
mewujudkan Amdal di
keberlanjutan lapangan dengan
lingkungan. memperhatikan
dasar hukum yang
berlaku,
sedangkan dalam
penelitian ini
menkaji dasar
hukum yang
berlaku untuk
menemukan
kebijakan-
kebijakan  yang
seharusnya
dilakukan supaya
dapat
mengoptimalkan
partisipasi
masyarakat dalam
proses
penyusunan
Amdal.
Muhammad Ilham Nur, | Penelitian  yang | Penelitian Ilham
dkk. (2021), “Persetujuan | dilakukan oleh | mengkaji  secara
Lingkungan dalam Undang- | Ilham dengan | langsung dampak
Undang Cipta Kerja dan | penelitian ini | dari  perubahan
Dampak dari UU Cipta | terdapat kesamaan | ketentuan dalam
Kerja bagi Lingkungan” yang mendasar | Undang-Undang
yaitu sama-sama | Cipta Kerja
mengkaji dampak | terhadap
Undang-Undang lingkungan hidup,
Cipta Kerja | sedangkan
terhadap penelitian ini
lingkungan hidup. | lebih
menitikberatkan
kajian kepada

optimalisasi
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terhadap
partisipasi
masyarakat dalam
proses  analisis
dampak
lingkungan.
Hario Danang Pambudhi | Penelitian ini dan | Penelitian Danang
dan Ega Ramadayanti | penelitian Danang | dan Ega
(2021), “Menilai Kembali | srta Ega sama- | memfokuskan
Politik Hukum | sama  mengkaji | kajiannya  pada
Perlindungan Lingkungan | Undang-Undang politik hukum
dalam Undang-Undang | Cipta Kerja dalam | keadilan
Cipta Kerja untuk | menjamin lingkungan yang
Mendukung Keberlanjutan | terlaksananya di dalamnya
Ekologis” pembangunan terdapat isu
yang simplifikasi
berkelanjutan perizinan,
yang berwawasan | disorientasi strict
lingkungan. liability, dan
pembatasan
terhadap hak atas
lingkungan,
sedangkan dalam
penelitian ini
mengkaji  lebih
mendalam terkait
pembatasan  hak

warga negara atas
lingkungan hidup
yang ditinjau dari
Pasal 26 UU-
PPLH dalam
Undang-Undang
Cipta Kerja.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel di atas, kebaharuan dari penelitian ini terletak

pada beberapa hal, diantaranya:

a. Objek Kajiannya yang lebih terfokus pada konflik norma dalam

Undang-Undang Cipta Kerja terkait hak warga negara atas

lingkungan yang baik dan sehat.
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b. Pisau analisisnya menggunakan teori hierarki norma, teori negara

kesejahteraan dan HAM serta teori relasi politik dan hukum.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang
fokus kajiannya lebih kepada penerapan kaidah-kaidah norma yang
berlaku di masyarakat dan hukum positif yang berlaku.” Penelitian ini
lebih mengarah pada kaidah norma yang terkandung dalam pasal dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui jenis penelitian
yuridis normatif ini pula, tidak menutup kemungkinan pembahasannya
akan dikembangkan berdasarkan asas hukum dan doktrin dari para ahli
untuk dapat mencari jawaban dari rumusan masalah.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan, konseptual dan historis. Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan
dan regulasi terkait isu hukum dalam penelitian ini. Melalui pendekatan
ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan
menelusur apakah ada inkonsistensi dan ketidaksesuaian antar peraturan
perundang-undangan. Pendekatan ini akan memperoleh hasil analisis

yang berupa argumen-argumen hukum yang dapat memecahkan

YJohnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), him. 295.
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masalah yang diangkat dalam penelitian ini.*® Pendekatan konseptual
digunakan untuk menemukan gagasan-gagasan baru yang berdasar pada
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
Penggunaan pendekatan konseptual juga untuk membangun argumen-
argumen hukum untuk memecahkan dan menjawab isu hukum yang
menjadi titik tolak dalam penelitian ini.'* Pendekatan historis juga
digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis latar belakang
dibentuknya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
penelitian ini.° Tujuan penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut
adalah untuk mencari taraf sinkronisasi dan harmonisasi dari peraturan
perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini
baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memperoleh hasil pembahasannya dari bahan-bahan
hukum yang relevan dengan penelitian, yang meliputi:
a. Bahan Hukum primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

¥peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011), him. 93-94.

¥peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011), 135-136.

2peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011), 134
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4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; dan

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XV111/2020.

b. Bahan Hukum sekunder
Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal-
jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini baik berisi asas-
asas hukum maupun hasil penelitian hukum lainnya, publikasi
pemerintah sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini serta
komentar dan pandangan ahli.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi
sumber bahan hukum untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang
relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum

yang telah diinventarisasi, selanjutnya disistematisasikan dan
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dikategorisasikan atau diklasifikasi untuk dapat dianalisis lebih
mendalam dengan menggali asas, nilai dan norma yang dimuat di
dalamnya. Penelitian ini akan dilengkapi dengan pendapat dan
pandangan para ahli di bidang politik dan hukum (yang diperoleh dari
berbagai media informasi) sebagai rujukan untuk menganalisis dan
memperoleh hasil yang lebih objektif dan akurat.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis lebih
mendalam dengan cara menggali asas, nilai dan norma yang terkandung
di dalamnya. Kemudian dilakukan cross-check dengan peraturan
perundang-undangan lainnya guna mencari taraf sinkronisasinya,
apakah ada inkonsistensi norma diantaranya. Teknik analisis bahan
hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum
preskriptif, dimana penelitian dilakukan untuk memberikan pandangan
terhadap persoalan dengan menunjukkan fakta yang ada.?Analisis
bahan hukum juga dilakukan melalui logika dan penalaran hukum
deduktif untuk mencari kebenaran umumnya dan menjawab

problematika yang menjadi objek dalam kajian ini.

H. Sistematika Penulisan
Rencana penyusunan naskah ini akan memuat lima bab, yang di
dalamnya memuat subbab tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah

ini dapat tersusun secara sistematis, ditulis sebagai berikut:

21Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), him. 9.
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Bab | Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah yang
menggambarkan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan
masalah dan tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penelitian
yang relevan sebagai perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian
ini, kerangka teori, metode atau langkah-langkah penelitian serta sistematika
penulisan.

Bab Il Kerangka Teoretik dan Konseptual, yang memuat mengenai
teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Il Pertentangan (Konflik Norma) Hak Warga Negara Atas
Lingkungan yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja
dengan Konstitusi, di dalamnya menguraikan norma hak warga negara atas
lingkungan yang baik dan sehat dalam peraturan perundang-undangan di
indonesia dan menguraikan tentang pertentangan norma (konflik norma)
tentang hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat dalam
Undang-Undang Cipta Kerja dengan konstitusi.

Bab IV Implikasi Konflik Norma Hak Warga Negara Atas Lingkungan
yang Baik dan Sehat, di dalamnya menguraikan tentang hak warga negara
atas lingkungan yang baik dan sehat dalam dan menganalisis implikasi
konflik norma hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi mengenai simpulan
dan saran-saran yang merupakan Kristalisasi dari semua pembahasan atau

BAB yang telah dicapai dan dihasilkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertentangan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan
konstitusi Indonesia terkait dengan hak warga negara atas lingkungan
yang baik dan sehat disebabkan oleh adanya perubahan pada Pasal 26
UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut
dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha dan untuk
kepentingan investasi di  Indonesia, sehingga perlu adanya
penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang dapat mendukung tujuan
tersebut. Penyederhanaan tersebut dimana hilangnya hak gugat
masyarakat terkait keputusan amdal, pembatasan partisipasi masyarakat
dalam proses amdal dan dibatasinya akses informasi dan akuntabilitas
terkait proses amdal dalam Pasal 26 UUPPLH dalam Undang-Undang
Cipta Kerja justru dinilai bertentangan konstitusi.

2. Implikasi konflik norma sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja
menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas
lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dijamanin dalam konstitusi
Indonesia tidak dapat terjamin dan justru menimbulkan ketidakpastian
hukum dan kekosongan norma. Hal ini dinilai karena UU Cipta Kerja
tidak memperhatikan hak-hak warga negaranya, khusunya terkait
lingkungan yang baik dan sehat karena banyaknya muatan dalam

undang-undang tersebut menjadikan pembahasannya terlalu rumit dan
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tidak dapat dilakukan analisis secara mendalam. Selain itu, tujuan
dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk kepentingan investasi
dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi sehingga banyak hal yang
perlu disederhanakan dan pangkas untuk memudahkan proses investasi

yang salah satunya ada pada sektor lingkungan hidup dan perizinan.

B. Saran
Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap muatan Undang-

Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Dasar 1945 terkait jaminan dan

perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat maka:

1. Seharusnya perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas
lingkungn yang baik dan sehat mempresentasikan amanat konstitusi dan
merupakan representasi dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.

2. Seharusnya pemberian ruang publik dan kontrol masyarakat terhadap
penyelenggaraan negara dilakukan secara maksimah guna mengawal dan
mengawasi supaya tidak ada lagi konflik norma yang terjadi dan
perlindungan terhadap hak konstitusional dapat dijamin secara utuh oleh

negara yang pada ujungnya kesejahteraan bagi rakyat dapat terwujud.
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